BUPATI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

‘TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PRIORITAS PENGGUNAAN,
PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA DALAM KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2021 .

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUASIN,

Aenimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun.2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, menyatakan
Bupati menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa
di wilayahnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Prioritas Penggunaan,
Pemantanan dan Evaluasi Dana Desa dalam Kabupaten
Banyuasin Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan

N (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4181);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679); _\
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negaran Republik Indonesia Nomor 6516);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2021;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1037); _\
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
569);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

Peraturan Kepala Lembaga  Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1445);

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
1/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Desa
pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin
Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 053);

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun
2016 Nomor 063) sebagimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 Nomor 3);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Bupati Nomor 185 Tahun 2016 tentang Struktur
Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten
Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
Nomor 185);

Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Banyuasin
(Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor
88);

Peraturan Bupati Nomor 274 Tahun 2020 tentan Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Banyuasin Tahun 2021(Berita Daerah Kabupaten Banyuasin
Tahun 2020 Nomor 274); __\
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN,
PENYALURAN, PRIORITAS PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN
EVALUASI DANA DESA DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN
ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

8
2.

10.

11.

Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Banyuasin.

Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat
BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang
dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan
merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan
masyarakat.
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Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang
merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa
atau prakarsa ~masyarakat Desa sesuai dengan
perkembangan kehidupan masyarakat.

Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang
telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif
dijalankan oleh Desa atau yang muncul Kkarena
perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat
strategis.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati
bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya
disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perawakilan

Rakyat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya
disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan
Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP
Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut
APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan
Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Kekayaan Milik Desa adalah barang milik Desa yang berasal
dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak
lainnya yang sah.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi
Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan
belanja daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan
yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan
kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan
kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun
keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi
di masa depan (visi Desa).

X
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Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan
melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan
kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya
kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi,
dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya
sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas
hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju,
yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan
ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup
manusia dan menanggulangi kemiskinan.

Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber
daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang
mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan
masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami
kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami
kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan
ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan
mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi,
serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan
masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal,
yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan
sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk
memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi
kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Anak Kerdil (stunting) adalah kondisi gagal tumbuh pada
anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari
kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk
usianya.

Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi
kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya
pencegahan, peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan,
yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan
kesehatan.

Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan
diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya
dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran
Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.

Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan
memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat
tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa
yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.

Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan
memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan

Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis
Desa setiap Kabupaten /Kota.
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Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat
IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan
geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga
prasarana fisik secara relatif antar Daerah.

Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut
IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat
kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel
ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur,
transportasi, dan komunikasi.

Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat
RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara
yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara
Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan
negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada
bank sentral.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah
yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran
daerah pada bank yang ditetapkan.

Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah
rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang
menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar
seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang
selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa yang
karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya
disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan
pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala
Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat
SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan
pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Sisa Dana adalah Dana Desa yang disalurkan oleh
Pemerintah kepada Kabupaten/Kota yang tidak habis
disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana
Desa yang disalurkan oleh Kabupaten/Kota kepada Desa
yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun
anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih penghitungan
anggaran APB Desa.

Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat
BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga
miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana
Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya
pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya
disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten
Banyuasin.
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48. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang
selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin.

49. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda dan
Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuasin.

50. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya
disebut DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Banyuasin.

BAB II
RUANG LINGKUP PENGELOLAAN DANA DESA
. Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Bupati
ini meliputi :

a. penganggaran;
b. pengalokasian;
c. penyaluran;
d. penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan;
e. prioritas penggunaan Dana Desa;
f. pemantauan dan evaluasi; dan
g  sanksi |

BAB III

JUMLAH DESA
Pasal 3

Jumlah Desa penerima Dana Desa di Kabupaten Banyuasin
sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) Desa.

BAB IV
PENGALOKASIAN DAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
Pasal 4

Rincian Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara merata dan
berkeadilan berdasarkan :

a. Alokasi Dasar setiap Desa;

b. Alokasi Afirmasi setiap Desa;

c. Alokasi Kinerja setiap Desa; dan

d. Alokasi Formula setiap Desa.
Pasal 5

(1) Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf a dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari
anggaran Dana Desa dibagi secara merata berdasarkan
klaster jumlah penduduk.
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(2) Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf b dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran
Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal
dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah
penduduk miskin tinggi.

(3) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf c sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa
dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.

(4) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) merupakan Desa yang dipilih sebanyak 10%
(sepuluh persen) dari jumlah Desa nasional yang memiliki
hasil penialaian kinerja terbaik.

(5) Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat
. (4) berdasarkan indikator penilaian :

a. kriteria utama, yaitu Desa yang tidak menerima Alokasi
Afirmasi;dan

b. kriteria kinerja, berdasarkan variabel :

1. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua
puluh persen);

2. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua
puluh persen),

3. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua
puluh lima persen);dan

4. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35%
(tiga puluh lima persen).

(6) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf d dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari
anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator :

a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);

b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat
puluh persen),;

c. luas wilayah Desa dengan bobot 20% (dua puluh
persen); dan

d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga
puluh persen).

(7) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) merupakan Desa tertinggal dan Desa
sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin
terbanyak yang berada pada kelompok Desa pada desil ke 8
(delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan
perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan.

Pasal 6

(1) Data Jumlah Desa bersumber dari Kementerian Dalam
Negeri dan ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai
APBN

-\ —
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Status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bersumber
dari data Indeks Desa Membangun yang diterbitkan oleh
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi. '

Data jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal
S ayat (6) huruf a bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.

Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitas geografis Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf b
menggunakan data jumlah penduduk miskin Desa
bersumber dari Kementerian Sosial dan/atau Badan Pusat
Statistik.

Data luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
S ayat (6) huruf ¢ bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (6) huruf d menggunakan IKK Daerah
Kabupaten bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Data jumlah Desa, data jumlah penduduk, data indeks Desa
membangun, data jumlah penduduk miskin, luas wilayah,
dan IKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (6) disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat
bulan September.

Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (6) tidak tersedia, terdapat anomali data,
dan/atau data tidak memadai, penghitungan rincian Dana
Desa setiap Daerah kabupaten dapat menggunakan :

a. data tahun sebelumnya;

b. rata-rata data Desa dalam satu kecamatan dimana Desa
tersebut berada; dan/atau

c. data hasil pembahasan dengan kementerian/lembaga
yang berwenang.

Data tidak tersedia, terdapat anomali data, dan/atau data
tidak memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
disebabkan adanya penyampaian data yang melewati batas
waktu, pemekaran Desa, penggabungan Desa,
ketidakwajaran data dibandingkan data sejenis tahun
sebelumnya, dan/atau data tidak terisi.

Hasil pembahasan dengan kementerian/lembaga
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c¢ dilakukan
rekonsiliasi data dengan kementerian/lembaga dan
dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

Pasal 7

Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) ditentukan berdasarkan klaster
jumlah penduduk dengan ketentuan :

a. Rp. 481.573.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta
lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa
dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus)

jiwa; =\ -
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b. Rp. 561.574.000,- (lima ratus enam puluh satu juta lima
ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan
jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan
1.000 (seribu) jiwa;

c. Rp. 641.574.000,- (enam ratus empat puluh satu juta
lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa
dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai
dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;

d. Rp. 721. 575.000,- (tujuh ratus dua puluh satu juta lima
ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan
jumlah penduduk 5.0001 (lima ribu satu) sampai dengan
10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan

e. Rp. 801.576.000,- (delapan ratus satu juta lima ratus
tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah
penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 8

(1) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang
memiliki penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2), dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi
Afirmasi setiap Desa.

(2) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang
memiliki penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2), dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi
Afirmasi setiap Desa.

(3) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal
yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

(4) Daftar Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan oleh
Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan kepada Bupati.

(5) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dengan rumus
sebagai berikut :

AA Desa = (0,015 x DD) / {(2 x DST) + (1 x DT))

Keterangan :

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD = Pagu Dana Desa Nasional

DST = Jumlah Desa sangat tertinggal yang
memiliki jumlah penduduk miskin
tinggi

DT = Jumlah Desa tertinggal yang memiliki

jumlah penduduk miskin tinggi

o
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Pasal 9

(1) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (3) dihitung dengan menggunakan rumus
sebagai berikut :

AK Desa = (0,03 xDD) / (0,1 x Jumlah Desa)
Keterangan :

AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa

DD = Pagu Dana Desa nasional

Jumlah Desa = Jumlah Desa nasional

(2) Desa penerima Alokasi Kinerja setiap Kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ditentukan
berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.

(3) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan Desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi

(4) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berdasarkan urutan Desa yang mempunyai skor kinerja
terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus:

Skor kinerja, = {(0,20 ¢ Y1) + (0,20 x Y2) + (0,25 x Y3) +

(0,35 x Y4)}
Keterangan :
Skor kinerja = skor kinerja setiap Desa
Y1 = pengelolaan keuangan Desa
Y2 = pengelolaan Dana Desa
Y3 = capaian keluaran Dana Desa
Y4 = capaian hasil pembangunan Desa

(5) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dinilai dari :

a. perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total
pendapatan APB Desa dengan bobot 50% (lima puluh
persen);dan

b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan
terhadap total belanja bidang APB Desa dengan bobot
50% (lima puluh persen).

(6) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dinilai dari :

a. Persentase kesesuaian bidang pembangunan dan

pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total
Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh Ilima

persen);dan

b. Persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara
swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen)

A
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(7) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dinilai dari :
a. Persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot
50% (lima puluh persen);dan
b. Persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot
50% (lima puluh persen)
(8) Capaian hasil pembangunan Desa sebagaiman dimaksud
pada ayat (4) dinilai dari :
a. Perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot
30% (tiga puluh persen);
b. Perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan
bobot 30% (tiga puluh persen);
c. Status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan
bobot 10% (sepuluh persen);dan
d. Perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot
30% (tiga puluh persen).

(9) Data APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi.

(10) Data realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersumber dari
aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara (OM SPAN).

Pasal 10

(1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dihitung dengan
menggunakan rumus sebagai berikut:

AF Desa = [(0,10 x Z1) + (0,40 x Z2 ) + (0,20 x Z3) +
(0,30 x Z4)] x AF Kab

Keterangan :

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa
terhadap total penduduk Desa Daerah

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap
Desa terhadap total penduduk miskin
Desa Daerah

Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa
terhadap total Iluas wilayah Desa
Daerah

Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG
Desa Daerah

AF Kab = Alokasi Formula setiap Daerah

o T
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(2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa
masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin
Desa dan IKG Desa.

Pasal 11

(1) Penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Desa tahun
anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(2) Kertas kerja penghitungan Dana Desa sebagaimana
tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Daftar Rekening Kas Desa untuk setiap Desa dalam
Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2021 sebagaimana
tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun
dianggarkan dalam APBDesa.

BAB V
PENYALURAN DANA DESA
Bagian Kesatu
Tahapan dan Persyaratan Penyaluran
Pasal 12
(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah
Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana
Desa ke RKD.

(3) Pemotongan Dana Desa setiap daerah Kabupaten dan
penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari
Bupati.

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :

a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu
Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa
setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk
BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima
paling cepat bulan Januari;dan

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan
kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat
masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua
sampai dengan bulan kelima; ‘\
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b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu
Dana Desa setiap Desa dengan rincian :

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa
setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk
BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan
kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan
keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling
cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling
cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan
ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan

c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu
Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :

1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap
Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT
Desa bulan kesebalas sampai dengan bulan kedua
belas paling cepat bulan Juni; dan

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan
kesebalas sampai dengan bulan kedua belas paling
cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan
paling akhir bulan November bulan kedua belas.

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua)
tahap, dengan ketentauan :

a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu
Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :

1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa
setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk
BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan
ketujuh paling cepat bulan Januari; dan

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan
kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat
bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat
masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua
sampai dengan bulan ketujuh; dan

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu
Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa
setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk
BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan
kedua belas paling cepat bulan Maret; dan

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan
kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling
cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan
paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk
bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas,
serta paling cepat akhir bulan November untuk
bulan kedua belas. c\
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Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan
setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi dalam
Indeks Desa.

Pasal 13

Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran
Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima
dokumen persyaratan penyaluran dari bupati secara lengkap
dan benar, dengan ketentuan :

a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (4) huruf a angka 1 berupa :

1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan
penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;

2. peraturan Desa mengenai APB Desa;dan
3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.

b. tahap Il sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (4) huruf b angka 1 berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;dan

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi
penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh
persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan
paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
dari Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan;

3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga
penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala
Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga
penerima manfaat BLT Desa; dan

4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif
sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah
dan kepala KPPN yang berasal dari :

a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai
dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh
Kepala Desa ke RKUD; dan

b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015
sampai dengan Tahun Anggaran 2019; dan

c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (4) huruf ¢ angka 1 berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan
rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 90%
(sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian
keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75%
(tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II
yang telah disalurkan;dan

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa
tahun anggaran sebelumnya. _\
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Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri
dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus
Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan
penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan
ketentuan :

a tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (5) huruf a angka 1 berupa :

1. Peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan
penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;

2. Peraturan Desa mengenai APB Desa;dan
3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.

b tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (5) huruf b angka 1 berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa Tahap | menunjukkan rata-rata realisasi
penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh
persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan
paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
dari Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan;

3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa
tahun anggaran sebelumnya.

4. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga
penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala
Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga
penerima manfaat BLT Desa;dan

5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif
sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah
dan kepala KPPN yang berasal dari :

a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai
dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh
kepala Desa ke RKUD;dan

b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015
sampai dengan Tahun Anggaran 2019

Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun
Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun
Anggaran 2021 juga ditambahankan dokumen persyaratan
berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon
keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi
kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per
bulannya.

Dalam hal bupati melakukan perubahan peraturan bupati
mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana
Desa setiap Desa, selain persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ dan ayat (2) huruf b juga ditambahkan
dokumen persyaratan berupa peraturan bupati mengenai
perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana
Desa setiap Desa.
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Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa
pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk
seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat
penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I
pertama kali.

Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b angka 2 dan huruf ¢ angka 1 dan ayat (2) huruf b
angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian
keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.

Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2
dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang,
kegiatan uraian keluaran, volume keluaran, satuan
keluaran, dan capaian keluaran.

Dokumen pesyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data,
bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi
kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khsusus dan Dana
Desa untuk dilakukan pemutakhiran.

Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh
Kementerian Dalam Negeri.

Dokumen pesyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan Surat
pengantar yang ditandatangani oleh Kepala BPKAD.

Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} dan ayat (2) disampaikan dalam
bentuk dokumen digital (softcopy) atau dokumen fisik
(hardcopy).

Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat
(11) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi Online Monitoring
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN}.

Pasal 14

Dana Desa tahap | untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu
sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (4) huruf a angka 2, disalurkan dengan
ketentuan :

a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman
jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang
berlaku selama 12 (dua belas] bulan untuk penyaluran
Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan

b. Dana Desa untuk BLT bulan kedua sampai dengan bulan
kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah
Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga
penerima manfaat bulan sebelumnya.

-\ -
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(2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b
angka 2 wuntuk bulan keenam sampai dengan bulan
kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah bupati
melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima
manfaat bulan sebelumnya.

(3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c
angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua
belas masing-masing bulan disalurkan setelah bupati
melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima
manfaat bulan sebelumnya.

(4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

(5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk
perekemanan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat
bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31
Desember.

(6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan
kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah
keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.

(7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT
Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) tanpa dikurangi
kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

(8} Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa
mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b
angka 3, bupati menyampaikan perubahan peraturan kepala
desa dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling
lambat tanggal 31 Desember.

(9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan
kesatu tidak dilaksanakan mulai 1 Januari, penyaluran
Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sampai dengan ayat (3] untuk bulan kesatu sampai
dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan
setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga
penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.

(10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah
direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah
keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan
kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. Dana
Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan
kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa
setiap bulan

(11) Bupati bertanggungjawab atas kebenaran perekaman data
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(3), dan ayat (5). =\ ~



20

Pasal 15

(1) Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Mandiri, kebutuhan
BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf a
angka 2 disalurkan dengan ketentuan :

a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (2) huruf a dan melakukan perekemanan
jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang
berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran
Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;

b. dana desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan
bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan
setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah
keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

(2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa
sebagaimana dimaksud dalam 13 ayat (5) huruf b angka 2
untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas
masing-masing bulan disalurkan setelah bupati melakukan
perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat
bulan sebelumnya.

(3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan melalui aplikasi Online Sitem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara (OM SPAN)

(4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk
perekemanan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat
bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri
dilakukan paling lambat 31 Desember.

(5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan
kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah
keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan

5 (6) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT

Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) tanpa dikurangi
kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

(7) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Desa
mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b
angka 4, bupati menyampaikan perubahan peraturan kepala
desa dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling
lambat tanggal 31 Desember.

(8) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan
kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran
Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) untuk bulan kesatu sampai dengan
bulan yang belum dibayarkan dapat dilakukan setelah
melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima
manfaat BLT Desa bulan sebelumnya. _\
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Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat untuk Desa
berstatus Mandiri yang telah direalisasikan lebih besar atau
lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah
direkam pada bulan kesatu, Dana Desa untuk BLT Desa
bulan kedua sampai denga bulan kedua belas tetap
disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Bupati bertanggungjawab atas kebenaran perekaman data
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4)

Pasal 16

Dalam rangka penyampaian dokumen persayaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1),
kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan
penyaluran kepada bupati secara lengkap dan benar dengan
kententuan :

a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APB Desa;
b. tahap II berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi
penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh
persen) dan rata-rata capaian keluaran menujukkan
paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan

3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga
penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala
Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga
penerima manfaat BLT Desa; dan

4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa
Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan
Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah
Daerah dan Pemerintah Desa; dan

c. tahap III berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa sampai dengn tahap Il menujukkan rata-
rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90%
(sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian
keluaran menujukkan paling sedikit sebesar 75%
(tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap Il
yang telah disalurkan; dan

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa
Tahun anggaran sebelumnya.

Dalam rangka penyampaian dokumen  persyaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2),
kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan
penyaluran kepada bupati secara lengkap dan benar, dengan
ketentuan :

x
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a. tahap [ berupa peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
b. tahap II berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi
penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh
persen) dan rata-rata capaian keluaran menujukkan
paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;

3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa
tahun anggaran sebelumnya.

4. Peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga
penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala
Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga
penerima manfaat BLT Desa; dan

5. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa
Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan
Tahun 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan
Pemerintah Desa.

(3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun
Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain
persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran tahap II Tahun
Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa
peraturan kepala desa mengenai tidak terdapat calon
keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi
kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per
bulannya.

(4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b angka 2 dan huruf ¢ angka 1 serta ayat (2) huruf b
angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian
keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.

(5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
angka 2 dan huruf ¢ angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2
dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang,
kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran,
cara pengadaan, dan capaian keluaran.

(6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa
menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi
kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran

(7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh
Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 17

(1) Kepala Desa wajib menyampaikan Peraturan Desa tentang
APB Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 kepada
Bupati melalui Camat dengan kelengkapan dokumen : ‘__\ =
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a. Surat pengantar dari Kepala Desa yang ditujukan kepada
Bupati melalui Camat

b. Peraturan Desa tentang Silpa APB Desa Tahun Anggaran
Sebelumnya

¢. Peraturan Desa tentang RKP Desa

d. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB
Desa/Perubahan APB Desa

e. Kesepakatan Bersama antara Kepala Desa dan BPD

f. Berita Acara Rapat, Risalah, dan Daftar Hadir BPD dan
Pemerintah Desa tentang Pembahasan Rancangan
Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa

g Keputusan BPD tentang kesepakatan terhadap
rancangan Peraturan Desa mengenai APB
Desa/Peubahan APB Desa

h. Surat pernyataan Pakta Integritas
i. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak
j. Surat pernyataan pengajuan SPP APB Desa

(2) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi
penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa secara
bertahap sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 kepada
Bupati melalui Camat dengan kelengkapan dokumen :

a. Surat pengantar dari Kepala Desa yang ditujukan kepada
Bupati melalui Camat

b. Dokumen inventaris aset/kekayaan/barang milik desa
Foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan

d. Buku kas Pembantu Pajak dan lampiran bukti lunas
setoran pajak penggunaan Dana Desa tahap/tahun
sebelumnya

(3) Camat meneliti dan mencermati dokumen berdasarkan
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui kepala
DPMD.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
dengan Keputusan Camat.

(5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
kepala DPMD mengajukan permohonan penyaluran Dana
Desa kepada kepala BPKAD.

(6) Kepala BPKAD mengajukan permohonan penyaluran Dana
Desa kepada kepala KPPN setiap tahapan dari RKUN ke RKD
sesuai permohonan penyaluran dari kepala DPMD.

(7) Setelah penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), selanjutnya kepala
DPMD memberikan surat pemberitahuan kepada Camat.

(8) Setelah Camat mendapat surat pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) Desa mengajukan SPP kepada
Camat. .\___
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Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (8),
Camat memberikan surat rekomendasi penarikan/pencairan
Dana Desa kepada Pimpinan Bank tempat RKD yang
ditunjuk.

Sebelum memberikan surat rekomendasi penarikan/
pericairan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), terlebih
dahulu Tim Pembina Teknis Pemerintahan Desa meneliti dan
mencermati usul pencairan dengan lampiran dokumen RKP
Desa, DURK Desa, APB Desa, DPA, laporan realisasi, dan
laporan pertanggungjawaban Dana Desa tahap atau tahun
sebelumnya.

Tim Pembina Teknis Pemerintahan Desa dalam meneliti dan
mencermati usulan pencairan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (10), dimaksudkan untuk melaksanakan
tugas pembinaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa
yang akan dan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 18

Selain menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan
laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan
Pasal 17, kepala Desa wajib menyusun kelengkapan
dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Dana
Desa dan Surat pertanggungjawaban tahap/tahun
sebelumnya secara lengkap dan sah yang selanjutnya
ditembuskan kepada Camat untuk diteliti dan dievaluasi oleh
Tim Pembina Teknis Pemerintahan Desa.

Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran dan
Surat Pertanggungjawaban Dana Desa yang telah diteliti dan
dievaluasi oleh Tim Pembina Teknis Pemerintahan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diarsipkan
oleh Tim Pembina Teknis Pemerintahan Desa

Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Dana
Desa oleh Kepala Desa kepada Camat sebagaimana
dimkasud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka pembinaan
dan pengawasan pengelolaan Dana Desa oleh Camat

Camat dapat menunda memberikan surat rekomendasi
penarikan/pencairan Dana Desa kepada Pimpinan Bank
tempat RKD yang ditunjuk apabila kepala Desa belum
menyampaiakan laporan pelaksanaan kegiataan anggara
dan surat pertanggungjawaban dana desa sebagaiamang
dimaksud pada ayat (3)

|
Pasal 19

Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap [ untuk
kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan
kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1),
kepala Desa memenuhi ketentuan :

a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga
penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12
(dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk
BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati;dan
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b. dana desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan
bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah
kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah
keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada
bupati

Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan
keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) maing-masing bulan
disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi
jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya
kepada bupati

Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan
kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) masing-masing bulan
disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi
jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya
kepada bupati

Kepala desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga
penerima manfaat bulan kedua belas kepada bupati paling
lambat minggu ketiga bulan Desember

Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan
kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah
kelaurga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.

Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa
mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b
angka 3, kepala desa menyampaikan perubahan peraturan
kepala desa dimaksud kepada bupati paling lambat minggu
ketiga bulan Desember.

Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi
jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 20

Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap | untuk Desa
berstatus Mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan Kkesatu
sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (1) kepala Desa memenuhi ketentuan :

a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(2) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga
penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12
(dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk
BLT Desa bulan kesatu;

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan
bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah
kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah
kelaurga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada
bupati.
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Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan
kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) untuk masing-masing
bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan
sebelumnya kepada bupati

Kepala desa menyampaikan data realisasi jumlah kelarga
penrima manfaat BLT Desa bulan kedua belas untuk Desa
berstatus Desa Mandiri kepada bupati paling lambat minggu
ketiga bulan Desember

Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan
kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah
kelaurga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan

Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa
mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b
angka 4, kepala desa menyampaikan perubahan peraturan
kepala desa dimaksud kepada bupati paling lambat minggu
ketiga bulan Desember.

Kepala desa bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi
jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 21

Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen
persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1) ayat (2) dan tidak melakukan
perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15
sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa
tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.

Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran
berikutnya.

Bagian Kedua

Penyaluran Dana Desa Setiap Daerah Kabupaten Kepada
Desa

Pasal 22

Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2)
dilaksanakan dengan mengunakan SPP dan SPM.

Pemotongan Dana Desa setiap Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun
penerimaan non anggaran. ‘\
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Pasal 23

(I) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana

' dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan
pencatatan dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam pasal 22 ayat (2).

(2) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana
hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) melalui penerbitan SPP.

(3) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
pejabat  Penandatangan Surat Perintah  Membayar
menerbitkan SPM untuk penyaluran dana hasil pemotongan
Dana Desa ke RKD.

(4) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan
SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa
ke RKD.

(5) Penerbitkan SPP dan SPM dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(8) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan
penerbitkan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud dalam
pasal 22 ayat (1).

(6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa
ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala desa
menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran
Dana Desa di RKD kepada Bupati.

(7) Kepala KPPN menyampaikan daftar rincian SP2D hasil
pemotongan Dana Desa kepada bupati ke RKD melalui
aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara (OM SPAN).

(8) Tata cara penerbitan SPP, SPM, SP2D sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) , ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENATAUSAHAAN, PERTANGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Desa dalam APBD
berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

(2) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan
pelaporan Dana Desa, pemerintah Daerah melakukan
pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pencatatan pendapatan Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), berdasarkan daftar rincian SP2D penyaluran
Dana Desa dari aplikasi Online Monitoring Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (7).

(4) Pencatatan belanja Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dengan SP2D Pengesahan yang diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah berdasarkan daftar rincian SP2D hasil
pemotongan Dana Desa dari aplikasi Online Monitoring .\__
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Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (7).

(5) Pengelolaan Dana Desa merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung
mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun
berjalan.

Pasal 25

(1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa
dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

(2) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa
menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat
Desa selaku PPKD.

(3) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD
ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 26
PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terdiri atas:
a. Sekretaris Desa;
b. Kaur dan Kasi;dan
¢c. Kaur keuangan.

Pasal 27

(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD.

(2) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf
b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.

(3) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
huruf ¢ melaksanakan fungsi kebendaharaan.

Pasal 28

(1) Penatausahaan Dana Desa dilakukan oleh Kaur Keuarngan
sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.

(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan
pengeluaran dalam buku kas umum.

(3) Buku pembantu kas umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) terdiri atas:

a. buku pembantu bank;
b. buku pembantu pajak; dan
& buku pembantu panjar.

(4) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan. __\
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Pasal 29

(1) Rincian Dana Desa dan penggunaan Dana Desa yang
diterima oleh Desa tertuang dalam pendapatan, belanja dan
pembiayaan Desa pada Peraturan Desa tentang APB Desa
dengan mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa.

(2) Pengeluaran Dana Desa dari kas desa yang mengakibatkan
beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan
peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi
Peraturan Desa.

Pasal 30

(1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran
bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran Dana
Desa.

(2) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan
buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua
pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.

(3) Setiap pehgeluaran belanja atas beban APB Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung
dengan bukti yang lengkap dan sah.

(4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapat
persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung
jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan
bukti tersebut.

(5) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan hasil
verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.

Pasal 31

(1) Setiap pengeluaran Dana Desa dari kas Desa yang
menyebabkan beban atas anggaran belanja Desa dikenakan
pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
mengenai perpajakan.

(2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan
pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai,
barang/jasa, dan modal.

(4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan
pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak penghasilan
(PPh) dan pajak lainnya, wajib menyampaikan rekapitulasi
atas pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan dan
pajak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. _\
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Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan secara semesteran kepada Kepala KPPN selaku
Kepala KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui
Bupati paling lama 14 (empat belas hari) kerja setelah bulan
Juni untuk semester pertama dan paling lama 14 (empat
belas) hari kerja setelah bulan Desember untuk semester
kedua.

BAB VII
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 32

Dana Desa diprioritaskan penggunaanya untuk pemulihan
ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa

Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai,
pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor
usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui
Badan Usaha Milik Desa.

Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa pengembangan Desa Digitla, Desa Wisata,
usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan,
ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas
kesehatan.

Jaring pengaman sosail sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam
penggunaan Dana Desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka
menanggulangi dampak pandemi corona virus Disesase 2019
(COVID-19).

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai Prioritas
Penggunaan Dana Desa

Pasal 33

Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan
BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4)

BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit
memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di
Desa bersangkutan; dan

b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga
Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja,
Bantuan Sosial Tunai, dan Program bantuan sosail
pemerintah lainnya. ‘\
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(3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT
Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.

(4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan
dengan peraturan Kepala Desa.

(5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian
Sosial

(6) Besaran BLT Desa sebagaiamana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per
keluarga penerima manfaat.

(7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai januari.

(8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai
dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebuthan BLT
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a
dan Pasal 20 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih
kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana
Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap Bulan

(9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua samai dengan
bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan
Pasal 20 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT
Desa dairahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan
ekonomi lainya di Desa.

(10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa
menetapkan peraturan kepala desa mengenai tidak terdapat
keluarga penerima manfaat BLT desa

(11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan,
penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan
pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri
Desa, Pembanguna Daerah tertinggal, dan Transmigrasi
mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 34

(1) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada
pedoman teknis dalam peraturan Bupati ini.

(2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa
diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber
daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih
banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.

Pasal 35

(1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang
tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) setelah
mendapat persetujuan Bupati melalui Camat. _\ >
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(2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), camat memastikan pengalokasian Dana Desa
untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) terpenuhi

(3) Persetujuan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa
mengenai APB Desa yang ditetapkan dengan keputusan
Camat.

Pasal 36

(1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa
termasuk pelaksanaan BLT Desa.

(2) Camat bertanggungjawab terhadap ketercapaian
kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan
kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap
penyaluran

(3) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dan KPA
Penyaluran Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa oleh
Pemerintah Desa.

(4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan
pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai
kewenangan masing-masing.

Pasal 37

(1) Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan
untuk:

a. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam
memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa
berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa;dan

b. memberikan acuan bagi Desa dalam menetapkan
prioritas penggunaan Dana Desa dalam kegiatan
perencanaan pembangunan Desa.

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip:

a. kemanusiaan;

b. keadilan;

c. kebhinekaan;

d. keseimbangan alam;dan
e. kepentingan nasional,

(3) Pengaturan Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Prioritas penggunaan Dana Desa;

b. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa,;

c. Publikasi dan pelaporan;dan )\ o
d. Pembinaan.
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(4) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun
2021 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa
berdasarkan kewenangan Desa.

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan
percepatan pencapaian SDGs Desa melalui :

a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa;dan
c. Adaptasi kebiasaan baru Desa;

Pasal 39

(1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional
sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian
SDGs Desa :

a. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan
usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;

b. Penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa
berenergi bersih dan terbarukan;dan

c. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang
diutamkan dikelola badan usaha milik Desa/badan
usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan
konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

(2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional
sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian
SDGs Desa :

a. Pendataan Desa, peemtaan potensi dan sumber daya,
dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
sebagai upaya memperluas kemitraan untuk
pembangunan Desa;

b. Pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan
ekonomi Desa merata;

c. Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stuting
di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;dan

d. Desa inklusif untuk meningkatkan Kketerlibatan
perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta
mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya
Desa adaptif.

(3) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c
diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa : _\
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a. Mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa
Aman COVID-19;dan

b. Mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan
Langsung Tunai Dana Desa

(4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNANAAN DANA DESA
Pasal 40

(1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam pasal 37 ayat (3) huruf b dibahas dan
disepakati melalui Musyawarah Desa.

(2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan
Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan
Desa yang mengatur mengenai RKP Desa

(4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 41

(1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagiama
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dilakukan melalui
swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.

(2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan
menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.

(3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit
50% (lima puluh persen) dari dana kegitan Padat Karya
Tunai Desa.

(4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan
kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa
atau badan kerja sama antar-Desa.

(5) Swakelola oleh badan kerja antar-Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

(1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dapat
dilakukan dengan cara kerja sama antar desa dan/atau
kerja sama desa dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. _\
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Dalam hal dibutuhkan adanya kerjasama antara desa
dengan kelurahan untuk melaksanakan program dan/atau
kegiatan melalui swakelola sebagaiamana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

Pasal 43

Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa.

Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan cara :

a. Terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan
Prioritas Penggunaan Dana Desa;

b. Menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;

Memastikan  prioritas penggunaan Dana Desa
ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB
Desa;dan

d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunana Dana
Desa

pemerintah  Desa  berkewajiban untuk  melibatkan
masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana
Desa.

Pasal 44

Prioritas penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP
Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaiamana dimaksud
pada ayat (1) disusun berdasarkan :

a. Data yang disediakan oleh Kementerian; dan
b. Aspirasi masyarakat desa.

RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman
dalam penyusunan APB Desa.

BAB IX
PUBLIKASI DAN PELAPORAN
Bagian kesatu
Publikasi
Pasal 45

Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. Hasil musyawarah desa;dan

b. Data Desa, peta potensi dan sumber daya
pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP
Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen
APB Desa.
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Program dan/atau kegiatan pembangunan Desa yang
dibiayai APB Kabupaten, APB Provinsi, dan/atau APBN
yang akan dialokasikan ke Desa.

Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi
kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 46

Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan
di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
dilakukan secara swakelola dan partisipatif

Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan
penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik
sebagaimana = dimaksud pada  ayat (1) badan
permusyawaratan desa menyampaikan teguran lisan
dan/atau tertulis.

Bagian kedua
Pelaporan
Pasal 47

Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa kepada Menteri melalui
Kementerian.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem
informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa
ditetapkan.

BAB IX

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 49

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan
dan capaian keluaran Dana Desa setiap tahap penyaluran
kepada Bupati.

Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a.

b.

C.

laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian
keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian
keluaran Dana Desa sampai dengan tahap I.

laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian
keluaran Dana Desa sampai dengan tahap Il _\
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Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana
Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7
Februari tahun anggaran berjalan.

Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana
Desa sampai dengan tahap I sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni
tahun anggaran berjalan.

Laporan realisasi penyerapan dan capaian kelauran Dana
Desa sampai dengan tahap Il sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7
September tahun anggaran berjalan

Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian keluaran setelah
batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Kepala Desa dapat
menyampaikannya pemutakhiran capaian keluaran kepada
Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data
pada aplikasi.

Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian
laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala
Desa.

Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa, format laporan konvergensi pencegahan stunting
tahun anggaran sebelumnya, format surat kuasa
pemindahbukuan Dana Desa, format surat pengantar
dokumen persyaratan, format surat pernyataan kebenaran
penerima penyaluran Dana Desa, format lembar konfirmasi
penerimaan penyaluran Dana Desa di Rekening Kas Desa,
serts format berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi sisa
Dana Desa di Rekening Kas Desa dan Rekening Kas Umum
Daerah Kabupaten tercantum dalam Lampiran [V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratuan Bupati
ini.

Pasal 50
Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan
laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output
Dana Desa kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa dengan tembusan kepada Gubernur,
Menteri Dalam Negeri, dan Menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Desa.

Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi
realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi
realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa
tahun anggaran sebelumnya;

b. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi
realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa
sampai dengan tahap II.
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Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
disampaikan paling lambat tanggal 14 Februari tahun
anggaran berjalan.

Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
disampaikan paling lambat tanggal 14 Juni tahun anggaran
berjalan.

BAB X
PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA

Pasal 51

Bupati melalui Camat melakukan pemantauan dan evaluasi
atas :

a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
b. capaian keluaran Dana Desa

Bupati melalui Camat melakukan pemantauan dan evaluasi
atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada kepala
Desa mengenai sida Dana Desa di RKD.

Bupati melalui Camat melakukan pemantauan dan evaluasi
atas capaian kelauran Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengeceakan atas
kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang aan
direkam dalam aplikasi Online Monitoring Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)

Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa,
bupati melalui camat dapat meminta Aparat Pengawas
Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemriksaaan.

BAB XI
SANKSI

Pasal 52

Menteri Keuangan c¢.q Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana
Desa tahuan anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran
berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa :

a. kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan
ditetapkan sebagai tersangka; atau

b. desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau
ketidakjelasan status hukum

Bupati melalui Camat melakukan pemantauan atas proses
perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang
melibatkan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a. --\._
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Dalam hal kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka,
bupati menyampaikan surat permohonan pengentian
penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana
Desa, berdasarkan :

a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud
pada ayat (3);

b. surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas

permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b.

Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat
permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf a atau surat rekomendasi dari
kementerian/lembaga terakit sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyauran Dana Desa
tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.

Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa
Tahap III atau Dana Desa Tahap II untuk desa berstatus
Desa Mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan,
penyaluran Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya
dihentikan.

Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui surat Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal
Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau
kemneterian/lembaga terkait.

Pasal 53

Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebgaimana
dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4), tidak dapat disalurkan
kembali ke RKD

Desa yang dhentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf a, berhak
mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran
berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana
Desa.

Pengecualian atas peraturan sebagaiaman dimaskud pada
ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c¢.q Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan menerima  surat
permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana
Desa dari bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun
anggaran berjalan

Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan
setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka,
pemulihan status hukum terseangka, dan/atau putusan
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
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(5} Pencabutan  penghentian  penyaluran Dana  Desa
sebagaimana dimaskud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf b,
dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q Direktorat
jenderal  Perimbangan  Keuangan  menerima  surat
rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana
Desa dari kementerian/lembaga terkait paling lambat
tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

(6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun
anggaran berjalan, Dana Desa disalrukan untuk tahun
anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa tersebut telah
dialokasikan.

(7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat
permohohan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(3} atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan surat
pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan
disampaian kepada Direktur Jenderal Perbendahraan
dengan tembusan bupati atau kementrian/lembaga terkait.

Pasal 54

(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa
selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020,
dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima
puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada
tahap II Tahun Anggaran 2021.

(2) Penyaluran Dana Desa tahap Il sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) setelah dikurangi kebutauhan Dana Desa untuk BLT
Desa setiap tahapan

(3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaiana
dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hala
berdasarkan asil musyawarah Desa khusus.musyawarah
insidnetil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat
‘BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia
cukup anggaran setiap bulannya.

(4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam
peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Camat

(5) Bupati menandai desa yang akan dikenakan sanksi
pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada
penyaluran Dana Desa dalam aplikasi Online Monitoring
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)

Pasal 55

(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa
selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021,
dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima
puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada
tahap II Tahun Anggaran 2022. _)\
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(2} Pengenaan sanksi kepada Pemrintah Desa sebagaimana
dimaskud pada ayat (1) dikecualikan daam hal berdasarkan
hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak
terdapat calon kelaurga penrima manfaat BLT Desa yang
memenuhi Kriteria.

(3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidnetil
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam
peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Camat

(4) Peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan oleh bupati kepada kepala KPPPN selaku KPA
Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa
melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendahraan
dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran
Dana Desa tahap Il pada Tahun Anggaran 2022,

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DANA DESA
Pasal 56

(1) Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah melakukan
pembinaan dan pengawasan secara umum dan strategis
dalam pengelolaan Dana Desa.

(2) Pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian
pedoman, bimbingan teknis, supervisi, monitoring dan
evaluasi, sinkronisasi perencanaan, pendampingan,
fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.

(3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa wajib menyampaikan
laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 57

(1) Bupati melakukan pengecekan data jumlah Desa di
wilayahnya dengan membandingkan data jumlah Desa dalam
alokasi Dana Desa dengan data jumlah Desa mutakhir yang
dimiliki oleh Pemerintah Daerah

(2) Bupati menyampaikan hasil pengecekan data jumlah Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam
Negeri dan Menteri Keuangan c¢.q Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan Paling lambat bulan maret.

Pasal 58

(1) Rekonsiliasi sisa dana di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai
dengan Tahun Anggaran 2018 antara bupati dan kepala desa
dilakukan paling lambat tanggal 16 April 2021 dan
dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi

(2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), kepala Desa menyetorkan sisa dana ke RKUD
paling lambat tanggal 30 April 2021 e\ L8



)

(3) Rekonsiliasi sisa dana di RKUD Tahun Anggaran 2015
sampai dengan Tahun Anggaran 2019 antara bupati dan KPA
Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa
dilakukan paling lambat tanggal 28 Mei 2021 dan
dituangkan dalam Berita Acara

(4) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), bupati menyetorkan sisa dana ke RKUN paling
lambat tanggal 31 Mei 2021

BAB XIIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 59

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Nomor 40 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian,
Penyaluran, Prioritas Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi
Dana Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 Nomor 40),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 40 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Pengalokasian, Penyaluran, Prioritas Penggunaan,
Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dalam Kabupaten
Banyuasin Tahun Anggaran 2020 dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku. )

Pasal 60
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 9% Jawar 2021

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 2 Javarl 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,

»

H. M. SENEN HAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2021
NOMOR 13



